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Abstrak

Marvolomeus Pane : Kewenangan Pemerintah Kabupaten Béngkayang Dalam Pengelolaan Pasar ( Studi Pasar
Tengah Kecamatan Bengkayang ). Sk J,]psi' Pontianak : Program’*Studl Ilmu Pemerintahan Kerjasama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilm,uv'ﬁolltlk Dengan Pemerintah Provifisiy Kalimantan Barat.Skripsi ini
dimaksudkan untuk mendeslgrfpmkan kewenangan pengelolaan—-pasar dan haHBatan hambatan yang menjadi
kendala dalam pelaksanaan kew:nangan pengelolaan pasar. .Penulisan skripsi iﬁ'r.,diangkat berdasarkan
permasalahan yang ter]adl dimana belum maksimalnya pelaksanaan tugas dalam mengelola. pasar. oleh karena
itu analisis dllakukan dengan~menggunakan, teori R. Terry yaitu Manajemen denga konsep perencanaan
pengorganlsastan penggerakkan dan pengawasan Kesimpulan darl hasil penelitian ini adalah kurang
makmmalnya kewenangan dalam engelolaan pasar yang mengaklbatkan pasar menjadi tidak tertib. ‘l,(etldak
tertiban ﬁasar dikarenakan permasalahan penempatan pedagang pasar buah yang dila‘ukan oleh Pemétintah
Daerah @arena terbatasnya lahan yang ada di kawasar;-pasar dan kurangnya jumlah sumber daya manusw} yang
diperlu ‘

! [ . i}
Kat Kunci : kewenangan dan pengelolaan pasar#' ‘ . 'I

’~ aw ”

3 STRAC y

1‘ J
MarvolomeuhPane Bengkayang:Government Authorl In Management Market ( Central Market Study of
the District Bengkayang ) .Thesis . Pontianak : Coopefatlon Science Program Administration'Faculty of
Social and Political Science witGovernment of West Kalimantan Province .This thesis istfintended to
describe the man'agement authority and the market barriers which-become obstacles in the implementation of
market management authority . Thisthesis was appointéd by the problems.oeeurred, which is not the maximum
performance of dutlestln managing market.Therefore the analysis is done by using the theory of R. Terry is with
the concept of management planning, organizing,mabilizing:and monitoring. The concl S|oh of this research is
maximal in the management market which resulted into a disorderly market . The lack otdlsorderly market due
to problems of placement fr fruit maruet traders conducted by the local governmentbeeatfe of the limited land
available in the market and the shortage 5f htimansresources.required ="

Keywords : authority and market management.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan prinsip otonomi daerah,
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu
berorientasi  pada

peningkatan  kesejahteraan

masyarakat ~ dengan selalu  memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat, dimana daerah memiliiki kewgrpngéh‘
upttk

" g
pelayanan, peningkatan peran" serta, prakarsa dan

membuat  Kkebijakan  daerah memberi

pemberdayaan masya;akat yang bertUJuan pada

peningkatan kesejaﬁteraan rakyat

.J"

Salah‘satu kewenangan yang dimiliki o1eh

pemerln.téh daerah khususnya Dinas Koperasn

.
_—
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harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
Peraturan Daerah supaya memperoleh pemanfaatan
hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama.
Pengelolaan pasar di Kabupaten Bengkayang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang

Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.

«, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayand®sNomor 5 tahun 2010
Pengelolaan PaszNiman pemerintah  daerah

tentang

berwenang mengatur terﬁbat,.usaha dan berjualan
baik pasar yang .dikelola ol-eﬁb’l"emerintah Daerah
maupun Swasta, dimana pada Pasal” 8, disebutkan
bahwa pengelolaan pasar meliputi pemakalaq. dan

pengaturan ruko, toko dan los, pelataran, tempat

UMKI\/Mj Prlndustrlan dan Perdagangan adalah

kewenarigan untuk mengelolaan pasar, dimana r_:ﬁtempat parklr, keamanan dan ketert!ban sertag

__berjualan atau bangunan pasar yang sah; pengituran

kebersihan dalam  kawasan pasar b‘ serta

S
kewenan'1 an tersebut tertuang dalam Peraturan f
Daerah }jﬁ

bupaten Bengkayang No. 5 Tahun 20;LQJ *‘lpea,gembangan pembangunan dan pemellhanaan

$ A fas!}ltas umum pasar. .d

tentang Pe‘%\gelolaan Pasar. Pasar merupakan salq

satu faS|I|ta9 umum yang harus dimiliki suatu kdh )
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah
atau daerah k@lrena pasar mempunyai fungsi yang P1

sangat penting yaltu sebagai fasilitas perekonomian e 1kan arahan yang jela§lmengenal

pengelolaan pasar. D_imana pengelolaan pasar yang

dimana akt|V|tas Jgal beli antara = penjual dengan

baik seharusnya-mampu menjadikaﬁ pasar lebih

pembeli antar penduduk dalam wiléyah ‘tersebut

berdaya \guna, aman, nyaman, c_iah tertib. Pasar

maupun antardaerah. Karena itu “perencanaan «dan
%

pengelolaan pasar yang b‘a'likmg_niadi faktor yang Tengeh Bengkayang‘rilsgj jdan pusat aktl\_/ltas
penting bagi keberhasilan suatu pa;s‘s;.( T — perdg&a'n%n, paten Bengkayang yang lokasinya
sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas

Keberadaan pasar yang dikelola oleh utama antar daerah, yaitu tepat berada di tengah

pemerintah daerah disamping sebagai salah satu
penunjang perekonomian daerah, juga sebagai
penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu
melakukan peningkatan pelayanan pasar yang baik,
meliputi evaluasi lokasi pasar dan kondisi sarana

prasarana pasar yang memadai. Pengelolaan pasar
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ibukota Kabupaten Bengkayang yang menjadikan
kawasan tersebut ramai setiap harinya, dimana
banyak dikunjungi oleh orang-orang yang berasal
dari dalam maupun luar daerah untuk memenuhi
kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini menyebabkan
Pasar Tengah tidak hanya dipadati oleh masyarakat
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tetapi juga banyaknya kendaraan  yang melewati

jalan yang ada di pasar tersebut.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi
tidak

Daerah

menunjukkan bahwa terlaksananya

Kewenangan  Pemerintah Kabupaten
Bengkayang dalam pengelolaan Pasar yang terdapat
pada pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 5 Tahun 2010 mengenai

pemakaian dan pengaturan ruko, toko dan los, ﬂ,‘:é""‘”
pelataran, tempat berjualan atau banggrg_an 'ﬁlagér
yang sah, dimana seharusnya ;')'g_saf"yang baik adalah
pasar yang menempati te;nﬁé{t atauareal-tertentu
yang telah disedialfgwib'iéh Pemerintah setempat
serta dilengkadgi*ﬁengan sarana dan prasarana,
penunjang‘.:—"'r)asar yang * memadai dan da_\pat
menampting kios-kios para pedagang yan‘g,_ada di

pasar s#hingga tidak menggang u aktivita:s.' lalu

lintas mgsyarakat. Tidak terlaksan nya kewenangan e
tersebut Egmerupal_(an dari }‘; “
It

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, khUSUSnyrq J i “
Dinas Kop‘grasi, UMKM, Perindustrian dan 3 }
lahan  tempaty

berjualan bag'l,{Jara pedagang dan kurangnya

tanggung:  jawab

Perdagangaﬁ‘I dalam penyedian

Lo

perencanaan dé{i awal oleh Pemerintah Daerah
dalam pengaturaﬁ- tata ruang

pasar, sehingga
keadaan pasar menj gitidaktertib. g
g

2. Rumusan Permasai'éihaqg .
Rumusan masalah Pena‘i?ika”n‘ “ini==adalahe....

“Mengapa Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasar

Bengkayang dalam penertiban Tengah

Bengkayang belum terlaksana secara efektif ?

3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mendeskripsikan kewenangan Dinas
UMKM, dan

Koperasi, Perindustrian
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b I\_/Ianfaal Praktis
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Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang
kurang efektif dalam mengelola pasar.
b. Untuk mengetahui apa
penyebab belum terlaksananya secara efektif
UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

yang menjadi

Kewenangan Dinas Koperasi,
Bengkayang dalam menertibkan Pasar.

Manfaat Penelitian

S ’Mqufaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
%

a. ManfaatTeoritis

1. Dari adanyé"'vp‘e‘nelitian ini, diharapkan
dapat mengembang‘karl pemahaman ilmiah
mengenai teori-teori tgﬁtaqg Manajemen
/ dan kewenangan yang dﬁékgkan oleh

’ Pemerintah Daerah dalam Pengel'bl_qan

:Fiésar, yang selanjutnya dapat dijadi;fan

+ sebagai pedoman penelitian berikutnﬁa.
2. Dengan adanya penelitiaq yang dila'i(ukan
oleh peneliti dihara kan dapat memberikan

nfengenai

terjadi ,‘J melalui

mendalam

yang
rumusan masalah, sehingga peme'cahan

pengetahuan
permasalahan

masalah yang terjadi dapat dite_n'ﬁukan.

|
¥

1. Dengan. telah dilak kannyé' penelitian ini,

| diharapkan bisa erﬁberikan masukan-
masu@n_yg,ng berﬁrJn bagi Pemerintah

— £éréﬁ Kabupaten Bengkayang.

2. Diharapkan dapat menyelesaikan masalah
yang terjadi, sehingga dapat memberikan
kontribusi bagi Pemerintah Daerah serta
kepuasan untuk

kepada masyarakat

kedepannya.

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

Kerangka Teori
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Penggunaan istilah Kewenangan oleh para
ahli Sangat beragam. Kewenangan berasal dari kata
dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak
sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya
tidak

berbuat atau kekuasaan adalah kemampuan untuk

menggambarkan hak untuk berbuat atau

melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang
sekaligus hak dan kewajiban. Fauzan (2006:79)

mengemukakan bahwa dalam kaitanya dengan

™
otonomi daerah, hak mengan :ung elepgerfi'én
kekuasaan untuk mengatur sendigi,_da‘h"mengelola

o
sendiri, sedangkan kewajiban " mempunyai dua

pengertian yakni horlzpntal dan - vertikal. Secara

bef'artl

menyelenggarakan pemerintahan

horizontal keku saan untuk

mestinyd *, dan
berarti

wewenan)g' dalam rpengertian  vertikal

kekuasdan untuk menjalankan pe lermtahan dalam
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Dengan kata lain organ pemerintahan

memperoleh kewenangan secara langsung dari
redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan
perundang-undangan. Dalam hal atribusi penerima
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau
memperluas wewenang yang sudah ada dengan
tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan
wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada
pada penerima wewenang (atributaris).

2. 'Deleggm

Delega51 adalah pelimpahan wewenang

pemerintahan dari sa'f‘wo,[gan pemerintahan kepada
organ pemerintahan Ialnya Pada delegasi tidak ada
penciptaan  wewenang, namuh—.,w hanya ada
pelin}piahan wewenang dari pejabat yang satu ke
pejg‘bat yang lainya. Tangg. ng jawab yur‘i'6i§. tidak

lagi bqréda pada pemberi delegasi (delegan§),

suatu te\{tlblkatan pemerintahan 1 Negara secara .:.' tetapi.'. beralih  kepada penerima déegasi
keselurupan. [-_" (delegataris). - 3
3. Mandat . !

A[?Emsudirjo (1994:78) berpendapat bahwa di.J "

L‘r'll

dalam ker‘enangan terdapat Wewenang—wewenané;\‘
¥

(rechts bev‘begdheden) Dimana ‘*ewenang adal
kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum W
publik mlsaln%l wewenang menandatangani-atau v
menerbitkan surat surat izin dari seorang pejabat
atas nama Menter‘r sedangkan kewenangan, tetap -
berada di tangan Meﬁ{grl (delegasi wewenang).

Dalam Hukum 'Administrasi' Negara menurut
Ridwan (2007:104), Wewen'mmmmerlntahan yang

bersumber dari peraturan perundang- undangan

diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi

dan mandat.
1. Atribusi
Atribusi  adalah pemberian wewenang

pemerintahan oleh pembuat undang- undang

kepada organ pemerintahan. Wewenang yang
diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang
berasal dari peraturan perundangundangan.

Marvolomeus Pane

Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

W' Mandat terjadi ketika orgén pemerj:wtahan

2ngizinkan kewenangany - dijalankan oleh organ
‘1un atas namanya. Pada mandat, penerlma mandat
(mandataris) hanya bertind -k untuk dan atas nama

pemberl mandat (mandans), tanggung jawab akhir

- keputusan yang. diambil mandatarls tetap berada

'.pada mandans. -Hal ini karena_‘,pada dasarnya,

penerima pihak ini bukan
_,:—’"

ihak lain dari pemberi

mandat.

-

Pengelolaan

a.
Secara umum pengelolaan merupakan
kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik

berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.
Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk
melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok
dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam
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ilmu manajemen. Secara etomologi istilah

kata “kelolah” (tO
manage) dan biasanya merujuk pada proses

pengelolaan berasal dari
mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai
tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu
manajemen yang berhubungan dengan proses
mengurus dan  menangani  sesuatu  untuk
mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Sedangkan  menurut  Syamsu
Nugroho, 2003:119) menitikberatkan per(gekal‘éan

sebagai fungsi manajemen yang m,elnjutl

(dalam __

-

perencanaan, pelaksanaan pengorganlsa5|an dan

pengontrolan untuk men‘capal efisiensi pekerjaan.

1986:20)
dalam

Sukanto J’(dalam Han:- oko,

mendeﬂmsnkan bahwa .« Pengelolaan
admlnlstraél adalah merupakan s atu proses yang
d|mula|fdar| proses,perencanaan, pengawasan

penggen’iakan sampai dengan proses pencapalan
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dilakukan demi tercapapianya tujuan bersama. Terry
(dalam Sutopo, 2001:24) memberikan gambaran yang
lebih jelas tentang fungsi manajemen yang dikenal
dengan “POAC” yaitu :

1. Perencanaan (planning)
Perencanaan adalah fungsi yang sangat
vital yang bukan hanya tugas seorang pemimpin
tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam
sebua,h organlsa5| guna menentukan apa yang harus
dlkerjakan ‘*dan

Menurut Slaglan (198_4 13) bahwa “Perencanaan

bagaimana cara mencapainya.

(planning) adalah keselurt?han proses perkiraan dan

penentuan secara:s matang hal -hal yang akan

dikerjakan di masa yang.akan datang"dalam rangka
pencapalan tujuan yang telah-ditetapkan.” '

L
Manulang (1997:25) mendefinisikan ’bahwa

'__f_"Pe'renqanaan adalah apa yang- harus dlllcapal

E_-Ipenenfuan waktu secara kua titatif).dan bila fiak itu

twjuan. ! = Y e oy S
adi pengelolaan dititik- eratkan sebagai ': Fuy. dighalmeii-nI gl it Tiarus dlcapal,
fungsi nianajemen yang meliputi perencanas |ba,g2|mana hal itu harus dicapai, snapa yang
pengawasaﬂ penggerakan untuk mencapai tujuan 263” ggung Jaueb; dan mengapa.: Lt
yang d||ng|nkan Selanjutnya mengenai pengertl?;n I o gl S102) mep yebutkan

pengelolaan, %mudjl (dalam Handayaningrat,
1985:7) mer?gemukakan
pengelolaan beras?i.t dari kata “kelolah” yang berarti * -

bahwa perkataan

sama dengan mengunqs. Jadi pengelolaan diartikan
sebagai pengurusan yé?tg meruba - nilai-nilai yang

lebih tinggi, dengan demﬁ'("arr—- gelolaan Juga

mengandung makna sebagai pembaharuan, yaltu
melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu

lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi
lebih baik dan lebih bermanfaat.

b. Manajemen
Pada

manajemen adalah pembahasan tentang beberapa

dasarnya, pembahasan tentang
fungsi fundamental yang harus dilaksanakan untuk
memperoleh gambaran utuh tentang apa yang mesti
Marvolomeus Pane
Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

perencar}aan sebagai berikut :

a. PerencanaanmemblmblngparapengamblIkebua

kan untukmeneniukan berbagal program
dankegiatan g yang
secaraketatberhubungand,engantu juan yang
telahditetapkans "

b. Perencanaanmembimbingparapengambilkeputu
sanuntukberpikirsecarasistematisdansecaraterk
di

oordinasidenganbaikdenganseluruh  unit

dalamorganisasi.
¢. Perencanaanakanmenghindarkanparapengambil
keputusanmelakukanperubahan  (improvisasi)
dalamberbagai program kegiatansecaracoba-
coba, tidakrasionaldansubjektif.
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d.  Perencanaanpembimbingparapengambilkeputu
sanuntukmendistribusikanbebankerjasecaraadil,
meratadansesuaidenganwewenangdantanggung
jawabpegawai.

e. Perencanaanmenuntutkomitmendarisemuapihaku
ntukmelaksanakannya,
dengandemikiandiharapkandapatmeningkatkanm
otivasikerjapegawai.
Secarasederhanadapatdisimpulkan

perencanaan merupakan suatu p 10ses pejunfusan

tentang apa yang akan dilakukan d;uacdan bagalmana
pelaksanaannya. -

2. Pengorganisasian ('qrg‘a'ﬁizing)

Siagian ﬂ'g84 13) jmengemukakan bahwa
adalah

pengelom_pi;kkan orang-orang, alat.alat, tugas—tugas
4’

“Pengorganlsaslan keseluruhan proses

tanggung jawab dan.wewenang  yang sedemikian

o Penggerakan (actuating)
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Kesatuanarah;
Kesatuanperintah;

4

5

6. Fungsionalisasi;
7. Deliniasiberbagaitugas;
8

Keseimbanganantarawewenangdantanggungja
wab;

9. Pembagiantugas.

Dari pengertian di atas pengorganisasian

bahwa J__,-merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan

sumber—d.aya dalam sebuah organisasi. Pengaturan

itu mencakup pernggglan tugas, alat-alat, sumber

daya” manusia, Wewenang dan sebagainya untuk
menghindari kesmpangsmran ~dalam pelaksanaan

kegiatan. =~ Fungsi® /ini- le-ih c‘eqderung pada

pengatui‘an kegiatan administratif.

.:‘,"

R

Menurut Terry (dalam*Sutopo, 2001:30)

rupa se mgga tercipta suatu orga -isasi yang dapat '_yang dimaksud dengan Penggerakan adalah tlngiakan
F

dlgerakl@n sebagai suatu kesatuandalam rangka
pencapai{n yang-telah ditentukan.”

P%ngorganisasian merupakan fungsi yané’J
harus dualébkan oleh setiap manajer pada semu jl

o,
tingkatan daf) jenis kegiatan dan bentuk organisasi, °

besar eﬁgu kecil, bisnis atau negara. Fun(_}é"l

pengorganisasiz;hhdalam manajeme* penting sebab :
% !
1. Mewujudkansﬁukturorganisasi;
:
2. Uraiantugasdarisetiapbidangataubagiandalamor
1\
ganisasimenjadijelasiss, 2

- “—_‘1 - -
3. Wewenangdantanggungjawabmen jadijelas s

S

Pntuk mengusahakan agar semua anggota’ suka

berusaha untuk mencapai sasaran-. sasara{# agar

dlsesual dengan perencana-n dan usaha usaha

.}
organisasi.’

- Penggerakkan atau pelaksanaan 'dllakukan
setelah. fungsi perencanaa . Agar ,pelaksanaan
berjalan sesuai dengan perencanaan."fnaka sangat
-ditekaﬁka?\n' pada_bagaimana cara/st?'ategi seorang
pemimpin dalam. menggerakkan pééawainya. Hal ini
éangat penting untuk mengh'rridari agar bawahan
tidak melaksanakan;ugasﬁ" a di bawah tekanan atau

paksaan tetapl atas dasar pilihan sadar dengan penuh

4. Memperlihatkanantartugasataupekerjaandariset
tanggung jawab.

1ap unit organisasi; 4. Pengawasan (controlling)
5. Sumberdayamanusiadanmateriil yang

dibutuhkandapatdiketahui.

Tanpa adanya fungsi pengawasan maka

fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan

Ada - beberapaaspekpentingdalam  proses efektif dan efisien karena pengawasan tidak hanya

pengorganisasian, yaitu : berlangsung pada saat pelaksanaan tetapi juga pada

L. Kejelasantujuan yang ingindicapai saat perencanaan dan pengorganisasian. Dan pada

2. Pemahamantujuanolehparaanggotaorganisasi; dasarnya dalam fungsi pengawasan juga terdapat

3. Penerimaantujuanolehparaanggotaorganisasi;

Marvolomeus Pane

i i i i Page 584
Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura



proses pengevaluasian untuk menjaga agar seluruh
kegiatan tidak melenceng dari tujuan yang ingin
dicapai.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian
yang dilakukan peneliti mengenai kewenangan
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar di
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkyang,
dimana yang memiliki Wewenang dﬁn"[anggung
jawab dalam pengelolaan pasaradalah Dinas
Koperasi, UMKM, Permdus'trlan dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayaﬁg yang terletak di Kecamatan
Bengkayang, ma.‘ka peneliti:akan'emaparkan serta
menjelaskan ha5|l yang diperoleh belama prosés
penelltlah yang dllakukan denganlmenggunakan
teknik wawancara, observa3| dan dokumentaSI

5Da|am proses wawancara, yang digunakan g

'.

by

oleh penngtl yaitu panduan wawancara yang telah
dibuat dau'l disiapkan oleh peneliti, tetapi panduanj
wawancarzf,yang telah dibuat d pat berkembang
sesuai dengm keperluan peneliti untuk mendapatkah
informasi yang mendukung dalam menjawab tujuan
dari penelltlan |{1| Selain melakukan wawancara
terhadap sumber xang telah ditentukan, peneliti juga
melakukan tahap berlkutnya yaitu observasi
lapangan dimana dengan melakukah observasi di

lapangan maka peneliti dapaLmengetahm kebenaran

dari informasi yang di dapat dari mfbrméﬁ S
Pada tahap selanjutnya yaitu dokumentasi,
peneliti melakukan kajian mengenai data-data
berupa dokumen serta gambar yang di ambil oleh
peneliti tentang keadaan pasar sehingga peneliti
dapat memahami bagaimana pengelolaan pasar yang
telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hasil
pengamatan selama

yang diperoleh  peneliti

melakukan penelitian mengenai pasar tengah

Kecamatan Bengkayang, dimana pasar tersebut
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merupakan salah satu fasilitas umum yang dimiliki

oleh Kabupaten Bengkayang yang berperan penting

sebagai pusat perekonomian dan menjadi pusat

aktivitas perdagangan masyarakat Kabupaten
Bengkayang.

Suatu pasar dapat dikatakan sebagai pasar
yang baik dan memenuhi standar apabila dalam
wilayah atau kawasan pasar tersebut memiliki

_halaman parkir yang luas dan mampu menampung

kendaraan yang diparkirkan - ilokasi parkir tersebut,

tersedianya fas.llltas air dan listrik, tempat
pembuangan berupa*pgrit kecil yang tidak

mengganggu kenyamanan p;'édagang dan pembeli,
serta lokasi para pedagang yang téiéh., diatur
8

sehingga tidak mengganggu kelancarah‘-proses jual
«,!"

F-'

dilaksanakan

beli bérang yang ada dipasar.

Pengelolaan pasar «"harus

= dengan baik sesuai dengan P.raturan Daerah §Upaya
‘memperoleh pemanfaatan hasil yang optlmaﬂuntuk
‘kesejahteraan bersama yang diatur -dalam P&aturan

ﬁ |Daerah Kabupaten Bengkaya g Nomor 5 tal]ﬁn 2010

|
ng Pengelolaan Pasar. !

) &
r\

b Bengkayang. Nomor 5 fahun 2010 tentang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Pengelolaan  Pasar;- - diman pemeniﬁtah daerah
berwen‘an_g mengatur { tempat usaha dén berjualan

balk pasar wyang, .dikelola oleh PEmerlntah Daerah
maupun Swasta. Dengan dib rlakukannya Peraturan
Daerah, dapat memberﬂé

mengenal pengelolaan pasar. Dimana pengelolaan

arahan yang jelas

pasar yang baik seharusnya mampu menjadikan
pasar lebih berdaya guna, aman, nyaman, dan tertib.
Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki
kewenangan untuk memberdayakan para pedagang
dengan menyediakan fasilitas berupa tempat khusus
bagi pedagang buah. Namun terdapat pedagang yang
tidak memiliki tempat seperti yang dialami oleh

pedagang buah, dimana penempatan lokasi untuk
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pedagang buah tidaklah tepat karena lokasi yang
diberikan Pemerintah Daerah merupakan lokasi yang
berada disisi jalan raya utama dan mengambil
tempat parkir yang berada di sisi jalan.

Pada awalnya lokasi yang ditempati
pedagang buah tersebut adalah lokasi yang
digunakan untuk parkir, namun karena kurangnya
lahan, maka Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan perdagangan memutuskan lokasi yang akan

ditempati oleh para pedagang buah, tepatn'yanbe'rada

a7

disisi jalan raya utama. 4 o
Sempitnya lahan yr;mg dlgunakan sebagai

jalan membuat kurang ;,ertlbnya aktivitas berkendara
para peguna Jalan.‘karena kurangnya lahan parkir
sehingga senmg kali . kendaragn memarklrkan
kendaraannya ditepi jalan sehingga mengaklbatkan
kemacetan dan membuat penggu a Jalan menjadl

terhamﬁ‘at dan merasa tidak nyaman.
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pasar itu sendiri, dan yang tidak kalah penting yang
harus diperhatikan dan dilakukan adalah tejadinya
komunikasi yang baik untuk mengurangi resiko

salah paham yang terjadi.

2. Keterbatasan Studi
Dari penelitian ini penulis menyadari bahwa
hasilyang diperoleh masih belum sempurna, karena

L ,dalam proses penelitian tersebut terdapat berbagai

keterbatasa.rL Keterbatasan — Kketerbatasan yang

dialami penel,_’l adalah waktu penelitian yang
kurang, -karena Waktu yang sangat singkat tidak
dapat mendukung berjalannya keglatan dilapangan ,
untuk memperoleh data .atau mLormaS| guna

menunjang penyelesaian skripsi ini. '-~’

%

il ApreS|aS| ;
Saya mengucapkan terima kasih sebésar-

L
¥ Dengan adanya pedagan buah di IOkfrbeisarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bengl!ayang

yang teli di tunjuk oleh Dinas s opersi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan, keadaan jalan ra.

utama Sebagal akses jalan yang ramai digune kan)
oleh masyarakat menjadi kurang tertib. o, v

yang bisa terjadi jika kewenang.n yang dimiliki
t
Dinas Koperasi,i,,“ UMKM,

Perdagangan dalam"”melaksanakan itugas.yang telah

Pte_rindustr[ah dan

diberikan untuk mengelola pasar- belum" berjalan
secara maksimal dan efektrszewenangan untuk

mengelola pasar yang baik dan efektlf harus e terdapat™
diantaranya vyaitu pelaksanaan tugas yang telah
ditetapkan dan direncanakan oleh Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan perdagangan dapat
berjalan dengan baik atau tidak, jumlah para
pegawai yang terdapat dalam Dinas Koperasi,
UMKM,

mencukupi jumlah pegawai yang diperlukan atau

Perindustrian dan perdagangan telah
tidak, kemudian fasilitas infrastruktur yang ada di
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'r' "gf)'éserta Staf yang telah
Keaqaan seperti ini merupa an permasalahan“N

khususnya Kepala Dinas MKM,
4
Perindustrian Kabupaten

an
r\iengkayang beserta Staf dan Camat Bengkayang

Koperasi,

embantu saya untuk

memberikan masukan — masukan serta informasi
|
dalam melakukan penelitian ini.
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